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BTIPATI STJKOHAR.IO,

bahwa dalam rangka ketertiban, keindahan, dan kelancaran

pelaksanaan pemasangan larnpu penerangan jalan ulnum di

Kabupaten Sukoharjo perlu metrgafur tatacara pemasangannya;

bahwa Surat Kcputusan Bupati Kcpala Dilsrah'f ingkat l l  Sukti lrarjo

Nomor : 605.2116811995 tentang Pemasangan Lampu Penerangan

Jalan Umrrm Dalarn rvilayah Kabupaten Daerah 
'l'ingkat II

Sukoharjo suclah ti<Iak sesuai lagi dengan perkemtrangan dan

keadaan dewasa ini maka perlu diadakan peninjauan kembali;

bf,lrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Unclang Nornor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .lawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74,

Tanrbahan Lembaran Negara Itepublik Indonesia Nomor 3317);

Undang-Llrrdang Nornor l8'Iahun 1997 tcntiurg l'ajak f)acrah dan

itetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
'fahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nornor 34

Tahun ZOO| (f,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2.000

Noinor 29(t, 
'fambzrtran l,emb1ran Ncgara Rcpublik Incltlncsia

Nomor 40a8);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangart

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daeralt

(l,cmbaran Nega,a Rcpublik lndonesia ]'ahun 2004 Nonror 126,

Tarnbahan Lembaran Negara Itepublik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahur 1989 tentang Penyediaan

tlan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik
Inclonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan
Peiaturan Pemerintair Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lombariut

N:gara Republik indonesia Nomor 4469),
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a138);

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharyo Nomor 6 Tahun
1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam rvilayah
kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerair
Kabupaten Daerah Tingkat II  Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 'fahun 2001
tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi [)att
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan UJnurn Kabupaten Sukoharjtr
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 68);

10. Peraturan Daerair Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pajak Penerangatr Jalan (Lerlbaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 94).

,  MEMUTUSKAN:

:PLlrtA'IUR,rN IlUPnl' l TIINTANG PIIMASANGnN Ln Ml)tj
PENERANGAN JALAN UMUM DALAM WILAYAI-I
KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I
KIITENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoha{o.
3. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPIJ adalah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
,/ 4. Jalan Umum adalah Jalan yang digunakan untuk l-alu l-,intas

Umum.

BAB IT
PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 2

( l) Setiap Pemasangan l-ampu Penerangan Jalan Urnum oleh Badan/
Kelornpok Masyarakat/Perorangan dalam wilayah Kabupaten
Sukoharjo yang aliran listriknya disarnbungkan langsung pada
jaringan/instalasi milik PLN harus mendapatkan izin Bupati Cq
Kepala DPU.
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(2) Pernasangan Larnpu Penerangau Jaian Umum setra'gairnana

climakpucl P.;-;i"; trl narut berclasarkan ketentuan sebagai

berikut:

a. Lampu peneraogan jalan umum tranya. da.gat dipasang pada

tiang listrilc mil-ik irt_N, atatr tiang listrik tambahan yang
' 

m,imenuhi standar teknis lampu penerangan jal1l

b. Jalan Negaiypiopinti clengan lirnpu berdaya 250-400 Watt'

jarak pema,nt'gu*mininurl50 m'clan ketinggian 9 m'

c. Jalan Kabupni&l=J*gnn lampu berclaya 125-250 watt, jarak

p***rongun minimal 50 m dan ketinggian 8 m'

d. Jalan Desa/Antar Desa dengan monggunakan larnpu berdaya

maksimel tOO W'tt, jalak perne'o"g"tt minim:rl 100 m dan

ketinggian 6 m.
e. Llntuk Tempat-tempat l-Imum menyesuaikan situasi dan

kondisi.
f. Jalan Kampung/gang dianjurkan denganpl'ogl'aln neonlsasl'

Pasal3

Tetnpat-temp3t yang perlu dipasang lampu penerangan jalan umum

iaiah:
0. Jalan LTrnum l/ang Strategis yang padat penduduk maupun yang

padat Lrlu lintasnya terutama 1:atla pcrsimpangan jakln;

b, Tetnpat'tetnllat t'awan kecelakaan;
(,. . l 'orrtpat.totrtpirl l lr irclalt, scltolalt cl:r.rr l jrsi l i ta$ tt l l l t t l l l  l ;r ittt lYit,

d, TornPat'temPat ObYek Wisata;

e. Tempat-temprt sepi tnisalnYa : makam;

f. Tempat-temPat I'awan keamanan;
g. Ternpat-tempat lain yang dipandang peilu'

BAB III

TATACAII"APERMOHONANIZINPEMASANGANLAMPU
PEIIERANGAN JALAN UMLM

Pasal 4

(l) permohonan Izirr Penrasangarr l,arnpu Pcrrcrangatt Jalan l-Irnuirr

ditujukan kepada Bupati oq Kcpala DPU'

(2) Permohonan izin sebagaimaua dimaksud pacla ayat (1) dilampiri

syarat-syarat sebagai b erikut :
r. Sur.at pennolirrr' cliketahui oleh Lurah/I(epalr Desa dan

Carnat setemPat rangliaP 2 (ctua);

b. Foto copy KTI'lPerorangan) rangkap 2 (dua);

0, Foto copy Aktc Poncliriam (Pcrusahaan yang bcrbaclan hukum)

rangkaP 2 (clua) bagi Peiusahaan;
d. Gambar r-r't"t ti"tiyr.1omor Gardu PLN rangtriap 2 (ctua)'
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Pasal  5

Dalam pemeriksaan berkas permohonan izin pemasangan lampu

penerangan jalan umum dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan

Keprrtusan Bupati.

Pasal  6

(1) Bupati cq Kepala DPU melalui Tim'l-eknis dalam jangka waktu I
(saiu) rninsqu setelah menerima berl<as pennohonan izin harus

i"aatl nrbnliOalcan penelitian berkas dan mengadakan pengecekan

di lokasi.

(2) Hasil penelitian berkas dan pengecekan di lokasi yang dilakukan

oleh Tim Teknis sebagaimana ci imaksud pada ayat ( l) dituangkan

dalam berita acara dan rekomendasi.

(3) Berita Acara dan llekornendasi sebagairnana dirnaksud pada ayat

(2) dikir irn' kepada Bupati cq Kepala DPU sebagai bahan

pertimbangatt dalarn pernberian izin.

i,f Kepala DpU atas nama Bupati dapat menetapkan menerima

ataupun menolak permohonan izin berdasarkan atas Berita Acara

dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Teknis.

Pasal  7

( l )  Apabi la  permol tonan d ikabulkan dan d ibcr ikan iz in ,  l lc tuohr- rn
diwajibl<an membayar Biaya Penyarnbungan dan Uang Jarninan

Langganan (BPUJL) yang ditetapkan oleh P'l'. PLN, dan biaya

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setelah Biaya Penyarnbungan dan Uang Jaminan Langganan
(BPUJL) sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dibayar, Pernohon

dapat memasang Lampu Penerangan Jalan Umum dengan

bimbingan Teknis dari DPU dan PT. PLN setempat.

I}AI} IV
I(UO'I 'A/JA'I 'AH PUMASANGAN I,AMPU I 'UNUIi,, , \NGAN

.IAI ,AN UMUM

Pasa l8

(l) Dalarn rnernberikan izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Umum akan dibuat kuota fiatah) per Desa/Kelurahan dengan salah

satu pertimbangannya ialah hasil Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

yang dibayar oleh masyarakat yang bersangkutan.
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(2 ) i \p i rb i l a -s r ta t t t l v i l ayahDcsa /Ke l t r rahan t i t i k lampu lamput-' 
pJn.rungan jalan u*u* yang teiair dan atau akan dipasang sudah

meleuinituoto/iutuh, oapat oiuerikan izin dengan ker.vajiban semua

;;;; i;,;;;rlltt ungon clan Uang Jatninan I-anggartan (llPU'il')

lunas serta pemakJian listrik setiap bulannya dibebankan kepada

' r .
pemohon.

I}AI} V
PEMELIHARAAN LAMPU PENI'ITANGAN JAI-AN

Pasal  9

(1) Lampu Penerangat: Jalan Umum yang <lipasang oleh Pemerintah

Kabupaten, pr,r",.lihuraannya menjadi lunggung jawab Pemerintah

Kabupaten.

(2) Lampu Penerangan Jalan. Umum yang dipasang oleh
' 

gaciar/Kelompck rnasyarakat/perorangan' pemeliharaannya

,menjaditanggungjawabBadan/Kelompokmasyarakat/Perorangan
yang bersangkutan.
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I}AI} VII
PELAKSANAAN

I 'asal  l0

Pelaksanaan petnberian izin pelnasangan larnpu penerangan jalatt

un'rLun secara tcknis ditangani olelt DPIJ'

I}AI} VIII
I(ETENTUAN PT''ITAI,IHAN

Lampu Penerangan Jalan
diberikan izin sePanjang
berlaku.

Pasal  1 l

Umum yang belurr mempunyai izin dapat

tidak bertentangan dengan ketentuan yang

I}AB IX
PENU' I 'UP

Pasal 12

Dcngan borlakurrya Pcrarturaut l lupati ini,  mztka Surat Kcpt' t t t tsttt t

Bupiti Kepala Daerah Tingkat ll Sukoharjo Nomor 
" 

605.'2116811995

teutang Pemasangan Lampu Penerangan Jilan Umum Dalam Wilayah

iuUup"uten Daera-h fingkat Il Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku'
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Pasal l3

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap ono'g dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Aerita Daerah
Kabupaten Sukoha4o.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tafl lgal l4 Septcmbcr2005
BTJPAFTISUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tangtr;al l4 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAI'EN SUKOI-IARJO

Pelaksana Tugas,

: :RI'|A DAERAI,{ KAU UpAl'EN S UKOI-IARJO
:.i-F{LrN 2005 NOMOR 20

vf
BAN'T BANG RIYAFITO


